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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor 

perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan 

pencucian uang (money laundering). Hal ini di karenakan bank merupakan 

sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas 

keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan 

asal usul suatu uang, Adanya globalisasi perbankan, maka melalui system 

perbankan uang hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas 

yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang 

umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.1 

Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari 

suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang 

cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan 

bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara 

sangat kuat. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggris 

dikenal dengan nama “money laundering” sekarang mulai dibahas dalam 

buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi.  

Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia 
internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar 
batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang 
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dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang 
ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa 
menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Bertalian 
dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu 
pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di 
pihak lain dapat dijadikan sarana membiarkan melakukan kejahatan 
pencucian uang. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana 
adalah berkaitan dengan masalah pemberantasan tindak pidana.2 
 
Money Laundering yang merupakan kejahatan ekonomi, pada 

dasamya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan 

kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian 

dan keprihatinan Internal nasional dan ekstemai intemasional. Perhatian 

dan keprihatinan dunia internasional. terhadap kejahatan pencucian uang 

itu tentunya sangat beralasan, karena ruang lingkup dan dimensinya 

begitu luas, sehlngga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized 

crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. 

Bahkan dengan kemajuan teknologi dapat menjadi salah bentuk dari 

cyber crime.3 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya 
sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan 
mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan 
dalam waktu singkat. Tindak pidana pencucian uang (money 
laundering). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun 
organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para 
pelakunya akan selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya 
dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan 
menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup 
canggih.4 
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Kejahatan terorganisir dalam money laundering, disebut juga 

sebagai suatu kegiatan kriminal yang rumit, dan dalam skala besar 

dilakukan oleh kelompok- kelompok orang yang diorganisasikan secara 

ketat, ataupun longgar, untuk memperbanyak partisipasi dan pembiayaan 

komunitas para anggotanya. Bahkan sering kali dilakukan secara besar 

dan tidak perduli dengan hukum, bahkan pelanggaran pribadi dan 

berkaitan erat dengan money laundering dan untuk kepentingan politik.5 

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu 
tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau 
melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang 
kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang 
melakukan tindakan money laundering, perdagangan narkotika dan 
tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau 
mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana 
tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang 
sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang 
illegal.6 
 
Selain itu, pelaku tindak pidana pencucian uang ini juga mempunyai 

banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan 

uang hasil kejahatan menjadi kelihatan „bersih‟ dan „sah menurut hukum‟. 

Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan 

jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu 

lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku 

money laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang 

                                                           
5
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berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di 

pasar keuangan internasional.7  

Menurut Welling, Money laundering dimulai dari adanya uang kotor 
(dirty money). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara, yaitu: 
Pertama; Melalui pengelakan pajak. Maksud dari pengelakan pajak 
adalah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang 
dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak 
lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya, asal-usul semula 
dari uang itu atau uang yang bersangkutan adalah halal, akan tetapi 
uang itu menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas 
pajak yang berwenang. Cara perbuatan yang kedua yaitu uang 
tersebut sejak awal sudah menjadi uang haram karana perolehan 
uang tersebut melalui cara-cara yang illegal. Kedua; Memperoleh 
uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti money 
laundering, perdanggangan narkoba (drug sales or drug trafficking), 
perjudian gelap (illegal gambling), penyuapan (bribery), teroris 
(terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms 
trafficking), penyelundupan minuman keras, ganja, dan pornografi 
(smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography).8 
 
Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan 

atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil 

tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta kekayaan hasil tindak 

pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan 

leluasa memanfaatkan Harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang 

sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak 

hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan 

system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.9 

                                                           
7
 Harmadi, 2011, Kejahatan Pencucian Uang. Cetakan ke 1 Setara Press. Malang. 
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8
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Dalam pandangan umum, pencucian uang seringkali hanya 
dihubungan dengan bank, lembaga pemberi kredit, atau pedagang 
valuta asing. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional 
perbankan seperti tabungan/ deposito, transfer serta kredit/ 
pembiayaan, pada kenyataanya produk dan jasa yang ditawarkan 
oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non-keuangan juga 
menarik bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai 
sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non 
keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan 
melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, 
antara lain Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Broker Asuransi, 
Money Broker, Money Changer, Dana Pensiun, Perusahaan 
Pembiayaan, Akuntan, Pengacara, Notaris, Surveyor, Agen Real 
Estate, Kasino dan permainan judi lainnya, Pedagang Logam Mulia, 
Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-
barang mewahdan berharga.10 
 
Berbagai macam penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang 

dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong 

maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara. 

Ada beberapa faktor pendorong penyebab terjadinya tindak pidana 

pencucian uang, yaitu: 

1.  Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya 
globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang 
dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional 
untuk melakukan kegiatannya.  

2.  Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. 
Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai 
faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. 
Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, 
dapat mengakibatkan hilangnya batas- batas antar negara.  

3.  Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. 
Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang 
untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh 
atau dengan cara yang ilegal.  

4. Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan 
perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan 
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dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau 
anonim.  

5. Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu electronic 
money atau E-money, yaitu sehubungan dengan maraknya 
electronic commerce atau e-commerce melalui internet. Kegiatan 
pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa 
disebut sebagai cyber- laundering.  

6.  Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek 
pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau 
pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank 
bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut 
hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari 
pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang 
tersebut di sebuah bank.  

7.  Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan 
dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, 
dan antara akuntan dengan kliennya.  

8.  Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang 
bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas 
praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan 
negara tersebut.  

9.  Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi 
perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, 
negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang 
pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang 
sebagai tindak pidana. 11 

 
Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan 

transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional 

dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau 

dalam United National Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 

2003,12 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil 

tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta 

mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-
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 Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti 

Pers, Jakarta, h. 59 
12

 Topo Santoso, 2012, Hukum Pidana dalam Perspektif, Universitas Indonesia, 

Jakarta. h. 104 
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tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang 

digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (Money 

Laundering).  

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak 

hanya mengancam stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, juga 

dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. 

Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk 

menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar 

tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang 

tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan 

terusan atas suatu delik tertentu yang menyertainya, kejahatan tersebut 

butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.13 

Berdasarkan kasus tindak pidana pencucian uang, dalam penelitian 

ini penulis mengambil contoh kasus yaitu berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020  

mulanya Terdakwa Suryana selaku Direktur PT. Archindo Development 

yang didirikan sejak tahun 2010 sesuai Akta Pendirian Perusahaan yang 

dicatatkan pada Notaris Olih Liliawati Ananda Hidayat, SH Nomor: 48 

Tanggal 26 Oktober 2010 bergerak dalam bidang pembangunan, 

pengembang, perdagangan, industri, angkutan, pertambangan dan jasa 

dan sesuai dengan Akta No.08 tanggal 2 Maret 2017 pada Notaris Johny 
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 Randy Pradityo, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Supremasi Hukum 
:Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu, h. 82 
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Hastiar S.H.,M.Kn, yang mana usaha inti dari PT. Archindo Development 

sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 

503.09/3-029/DPMPTSP/PB-00/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, yakni 

barang/jasa perdagangan utama: Pemasaran Property, dan sesuai Tanda 

Daftar Perusahaan Nomor:100716816293, tanggal 6 Juni 2017 kegiatan 

usaha pokok: Jasa Pemasaran Property, untuk produk yang dihasilkan 

oleh PT. Archindo Development sejak didirikan hingga saat ini belum ada, 

Bahwa dana talangan / Dana Titipan yang diberikan oleh saksi 

Casmi yanto Tjia sama sekali tidak ada yang dipergunakan oleh terdakwa 

Suryana untuk pembangunan perumahan karyawan Koperasi PT.Astra 

Honda Motor sebagaimana yang telah disepakati, dan sampai sekarang 

perumahan yang dimaksudkan oleh terdakwa Suryana belum ada yang di 

bangun masih berupa tanah, tanah itu pun masih belum lunas dan belum 

menjadi milik terdakwa Suryana ataupun milik PT. Archindo Development, 

karena sisa yang harus dibayar oleh terdakwa Suryana atas tanah 

tersebut masih kurang sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyard sembilan 

ratus juta rupiah), lokasinya masih sama yaitu di Desa Lemahmulya 

Kecamatan Kari Kabupaten Kerawang, yang baru dibeli oleh terdakwa 

Suryana setelah mendapat dana talangan/ Dana Titipan dari saksi Casmi 

Yanto Tjia, begitu juga dengan inventaris PT Archindo Development 

berupa meja dan kursi kantor, termasuk 2 (dua) unit Mobil Toyota Rush 

baru dibeli oleh terdakwa Suryana secara kredit dengan uang muka 

masing-masing sebesar Rp 50.810.000,- (lima puluh juta delapan ratus 
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sepuluh ribu rupiah) dan telah dibayar masing-masing sebanyak 15 (lima) 

belas kali angsuran dengan besar Angsuran sebesar Rp. 5.382.000,- (lima 

juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), setelah mendapat dana 

talangan/ Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai tindakan pencucian uang dengan judul tesis: Analisis Hukum 

Atas Tindakan Pencucian Uang Terhadap Dana Pembangunan 

Pengadaan Rumah Hunian (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020) 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia? 

2. Bagaimana sanksi pidana atas tindakan pencucian uang dalam kitab 

undang-undang hukum pidana? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana pencucian 

uang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2912 K/Pid.Sus/2020?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tindak pidana 

pencucian uang di Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana atas tindakan 

pencucian uang dalam kitab undang-undang hukum pidana. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim atas 

tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020.  

 
D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk 

memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian lain yang sejenis dalam rangka peyelesaian Ttindak pidana 

pencucian uang 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

tindakan pencucian uang dalam pembangunan rumah hunian. 

 
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 
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adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.14 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.15 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang. 16  Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan.  

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 17 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.18 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

                                                           
14

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 

15
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, 2001, h. 156  
16

Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 

17
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 

Jakarta, 2010, h. 35  
18

Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
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itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 19 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :  

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 
penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan 
ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori 
dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara 
mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang 
dibicarakan.20 
 

a. Teori Sistem hukum (legal theorie system)  

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur 

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”21Ketiga subsistem yang ada 

dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.  

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. 

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 

aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).  

Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau 

sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-

                                                           
19

Ibid., h. 253. 
20

Ibid.  
21

 Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh 
Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, 
Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, 
Jakarta, h. 120. 
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undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) 

dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem 

ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.22 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan 

merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur 

dan berkelanjutan (sustainable development) disetiap sektor antara lain 

politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun 

teknologi.”23 

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk 

pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) agar 

pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang 

diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan 

konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh 

Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep Bureucratic and 

Social Engineering.  

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang 

peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk 

mewujudkan masyarakat madani. 24 Kemudian Mochtar Kusumaatmadja 

                                                           
22

Ibid. h. 20. 
23

 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11. 
24

 Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori 

Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64. 
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memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam 

pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum 

Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas 

premis atau prinsip sebagai berikut:25 

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh 
perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa 
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang 
teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan 
atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau 
menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan 
kekerasan semata-mata. 

b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan 
tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka 
hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat 
diabaikan dalam proses pembangunan. 

c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan 
ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah 
sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan 
dalam masyarakat. 

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai 
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 
dalam masyarakat itu. 

e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat 
diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan 
tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-
rambu yang ditentukan di dalam hukum itu. 
 

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk 

perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang 

sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan 

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak 

dapat diabaikan dalam proses pembangunan.26 

                                                           
25

Ibid., h. 65-66. 
26

  Emma Nurita. 2014, Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. 
Jakarta, Refika Aditama, h. 96.  
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Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem 

tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum 

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.27  

Budaya/kultur hukummenurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai–

nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.28 Menurut 

Jimly Asshiddiqie:  

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan 

atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya 

hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun 

menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya 

hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di 

dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, 

budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap 

sistem hukum.29 

 

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan.  

                                                           
27

  Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 59. 
28

Ibid., h. 59-50.  
29

 Jimlly Asshiddigie, Teori Hukum Hens Kelsen, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 
21-22  
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Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum di masyarakat.  

 
b. Teori Penegakan Hukum  

Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan 

hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau 

rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi 

pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup 

seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, 

sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di 

pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga 

pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.30 

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya 

merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan 

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai 

unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, 

maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

                                                           
30

 Chaerudin, dkk, 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak 
Pidana, PT.Refika Editama, Bandung. h. 87 
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hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.31 

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan 

terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian 

antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut 

terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, 

yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola 

perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.32  

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk 

menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi 

penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak 

belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. 

Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-

haknya malahan menjadi merasa ditindas.  

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya 

memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. 

Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan 

secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan 

kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.33 

                                                           
31

 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. h. 5 
32

 Ibid h. 6 
33

 Chaerudin Op Cit h. 55 
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Ada beberap faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum  

yaitu: 

1)  Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar 
menteri.  

2)  Sistem perundangan yang belum memadai.  
3)  Faktor sumber daya alam (SDM).  
4)  Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana  

a.  Kepentingan pribadi.  
b.  Kepentingan golongan.  
c.  Kepentingan politik kenegaraan  

5)  Corspgeits dalam institusi.  
6)  Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.  
7)  Faktor budaya.  
8)  Faktor agama.  
9)  Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal 

mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam 
penegakan hukum.  

10) Kemauan politik pemerintah.  
11) Faktor kepemimpinan.  
12)  Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (organize crime).  
13)  Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak 

hukum”.  
14)  Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.34 
 
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 

perundang- undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law 

enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang 

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-

keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai 

kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim 

tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.35 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

                                                           
34

 Soerjono Soekanto 2012 Op Cit h. 8 
35

 Ibid h. 10 
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pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang 

mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga 

dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut 

adalah:36 

1.  Faktor hukumnya sendiri.  
2.  Faktor penegak hukum.  
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
4.  Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan.  
5.  Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 

yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan 
hidup.  

 
Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, 

adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan 

hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan 

keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum 

diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak 

saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan 

membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur 

perilaku.  

 
c.  Teori Kebijakan Hukum Pidana  

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak 

dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. 

Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang 

                                                           
36

 Ibid h. 17 
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rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana 

hukum pidana.37 

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan 

istilah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) dan politik hukum 

pidana (strafrechtspolitiek). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah 

tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.38 

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan 

sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-

sarana “non-penal”. 39  Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, 

yang dilakukan melalui langkah- langkah perumusan norma-norma hukum 

pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural 

dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut 

diberlakukan.  

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari 

politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum 

adalah: 

a)  Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 

b)  Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

                                                           
37

 Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bhakti, Bandung. h. 29 
38

 Salman Luthan, 2014, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, FH UII 

Press, Yogyakarta. h. 14 
39

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

Alumni, Bandung. h. 158 
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terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-
citakan.40  

 
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang 

baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan 

kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka 

politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha 

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum 

pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau 

kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan 

penegakan hukum (law enforcement policy).  

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah 

satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan 

penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan 

hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha 

yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu 

masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum 

pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada 

kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam 

                                                           
40

 Sudarto, 2011, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. h. 159 
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masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian 

dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.41 

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan 

undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian 

integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena 

itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga 

merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (social policy). 

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang 

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social 

policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social 

defence policy”. 42  Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat 

mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di 

bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana  

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan 

hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya termasuk bidang "penal 

policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforcement 

policy”, "criminal policy" dan "social policy". Ini berarti, pembaharuan 

hukum pidana pada hakikatnya:  

Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan:43 

                                                           
41

 Barda Nawawi Arief, 2014, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan 

Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 
h. 17-18 

42
 Barda Nawawi Arief, 2006, Op Cit h. 28 

43
 Ibid h. 29 
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a)  Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana 
pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi 
masalahmasalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam 
rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan 
masyarakat dan sebagainya).  

b)  Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana 
pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan 
masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).  

c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan 
hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan 
(upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal 
substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.  

 
Dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana pada 

hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali 

("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan 

sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap 

muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. 

Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai 

dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja 

dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP 

lama atau WVS).  

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga 

merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan 

hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap 

kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan 

legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap 

kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum 

pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap 

pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.  
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M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap 
formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan 
tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan 
legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat 
ini ialah merupakan tahap penegakan hukum “in abstracto”, 
sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan 
eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “in concreto”. Ketiga 
tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas 
mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang 
merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang 
dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, 
kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, 
dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan 
hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.44 
 

2. Kerangka Konsep 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas.  

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini.  Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut:  

                                                           
44 Barda Nawawi Arief, 2014 Op Cit h. 21  
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1. Tindakan Pencucian Uang; 

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak 
tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli 
perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. 
Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau 
disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. 
Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan 
uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya 
ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil 
minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha 
pelacuran.45 
 

2. Pembangunan adalah 

Pembangunaan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju 
arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan 
norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai 
rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai 
keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan 
dorongan kearah kematangan.46 

 
3. Pengadaan adalah kegiatan penyelanggaraan Pengadaan barang 

(product) dan jasa (service), yang meliputi Pengadaan Barang 

(Product), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Consultant) dan 

Pengadaan Jasa Lainnya (Other Services). 47 

4. Rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

1992 Tentang Perumahan dan Permukiman adalah bangunan yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 

keluarga. 

 
 
 

                                                           
45

 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 
dan Kepailitan, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 17. 

46
 Sadono , Sukirno, 1999, Makroekonomi Modern. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, h. 53 
47

 Siahaya. (2016). Manajemen Pengadaan. Bogor: INMEDIA. 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan  browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Aulia Annisa., NIM: 167005102, mahasiswa Pasca Sarjana 

Universitas Sumatera Utara. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencucin Uang Pada Asuransi (Studi Kasus Nomor 

74/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)”. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana bentuk praktek money laundering dalam 

hubungannya dengan asuransi? Bagaimana proses pembuktian 

tindak pidana pencucian uang melalui asuransi? Bagaimanakah 

penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui 

asuransi?  

2. Tesis Marcos Simaremare NIM: 047005038, Mahasiswa Magister 

Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 
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Judul penelitian/tesis: “Kegagalan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia 

Ditinjau dari Sistem Pembuktian”. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana sistem pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana 

pencucian uang di Indonesia? Mengapa pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang mengalami kegagalan di Indonesia? 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang: Analisis Hukum Atas Tindakan Pencucian 

Uang Atas Dana Pembangunan Pengadaan Rumah Hunian (Studi 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2912 

K/Pid.Sus/2020) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun 

dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. 

Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan 

kemurniannya. 

 
G. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian 

diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar 

dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan 
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dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan 

kerangka baru.48 

 

2. Metode Pendekatan 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam 

penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).49 

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan 

dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang 

terkait 

 
3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020. 

 
 
 
 

                                                           
48

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10. 
49

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93 
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4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan 

mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-

undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat 

kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 

penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut 

pengelompokan yang tepat. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

a. Jenis Data  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti.  

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian 
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ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.50 
 

b.  Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat 

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa  

a.  bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari:  

1)  UUD 1945;  

2) KUHP 

3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 

Tentang Perumahan dan Permukiman 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2912 K/Pid.Sus/2020;  

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, 

e-book, dan makalah. 

 

 

                                                           
50

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14. 
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c. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research);  Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 

 
6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-

cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit 

dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya 

kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman 

mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi 

sasaran atau objek penelitian.51  

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang 

logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang 

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang 

hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian 

melakukan konklusi dari penelitian tersebut 
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 Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA 

 
 
A. Tindak Pidana Pencucian Uang  

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak 

tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan 

yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar 

adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang 

ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang 

maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang 

usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang 

hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.52  

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah 

pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum 

primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika 

Serikat vs $4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya 

menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan 

perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal 

di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa 

pengaihan dana dar Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan 

proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan 

                                                           
52

 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 

dan Kepailitan, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 17. 
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istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu 

kepada pencucian uang.53 

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui 

pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).54 Konvensi 

ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian 

uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah 

terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan 

pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam 

memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif 

internasional ini, istilah pencurian uang menyebar ke seluruh dunia melalui 

legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.55 

Setiap negara memiliki unsur-unsur actus reus dan mens rea tindak 

pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka 

memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana 

pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa 

terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan 

dalam negerinya. Selain itu, tiaptiap negara juga memiliki kemampuan 

                                                           
53

 Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim 
AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, 
Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 
2015, h. 3. 

54
 Ibid., h. 4. 

55
 Ibid., h. 5. 
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berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan 

tindak pidana asalnya.56 

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam 

dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-

undang Nomor15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan 

internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task 

Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari 

negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan 

pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara 

lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di 

Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak 

kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, 

Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk 

kategori sama.  

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia 

telah meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). 

Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan 
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untuk pelaksanaanya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 

Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk 

daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai 

sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem 

devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, 

maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu 

perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada 

kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan 

pemulihan ekonomi.57 

Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative 

Countries and Territories sesuai dengan rekomendasi (NCCT‟s) dari 

Financial Actions Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap 

transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari 

negara NCCT‟s harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai 

upaya selama beberapa tahun, antara Iain dengan mengesahkan UU No. 

25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan 

ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, 

akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari 

daftar NCCT‟s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.58 

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama 
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 Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang 

(Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 
2006, Medan, USU, 2006, h. 2 
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Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang 

dapat dicegah dan diberantas.  

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara 

Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan 

diantaranya : Welling mengemukakan bahwa “money laundering is the 

process by which one conceals the existance, illegal source, or illegal 

application of income, and than disguises that income to make it appear 

legitimate”.59 

. Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa “Money 

Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or 

laundering it so it appers to have been gotten lagally60 

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern terhadap 

pencucian uang yaitu The Financial Action Task Force (FATF) dimana 

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya 

mendefinisikan pencucian uang sebagai: “Money laundering as the 

processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to 

legitimise the ill-gotten gains of crime”61 

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang 

secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan 

atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana 
                                                           

59
 Sutan Remy Sjahdeidi, Op. Cit, h. 2. 

60
 Yudi Kristiana, Op. Cit., h. 18. 
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yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang 

melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana 

lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul 

uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat 

digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa 

aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.62 

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money 

laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau 

“uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua 

cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang 

dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara 

legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk 

keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya 

diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara 

yang melanggar hukum.63 

 
B. Pelaksanaan Tindakan Pencucian Uang  

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan 

diantaranya64:  

Pertama : menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang 

diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan 
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 Emmy Yuhassarie, Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian 

Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 
Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, h. 45. 

63
 Sutan Remy Sjahdeidi, Op. Cit, h. 7. 
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tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak 

yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.  

Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku 

kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara 

“menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya 

dengan menyimpannya atas nama orang lain.  

Ketiga : Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja 

mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil 

kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah 

tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha 

atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil 

kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah 

tersebut.  

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan 

tersebut antara lain:  

1.  Placement (penempatan)  

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar 

aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), 

bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, 

mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang 

menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang 

diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang 

dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh 
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dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu 

bagian elektronik dalam lautan uang.65 

2.  Layering (penyelubungan, pelapisan)  

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap 

berikutnya adalah layering atau disebut pula haevy soaping. Dalam 

tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang 

hasil kejahatan itu dari sumbernya.66 Adapun hal itu dilakukan dengan 

cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan 

dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang 

sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah 

jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa 

kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh 

otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.  

3.  Integration (pengintegrasian)  

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan 

dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah 

sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai 

tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan 

berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam 

kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan 
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lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk 

berinvestasi dalam perekonomian yang sah.67 

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa 

dilakukan dengan beberapa cara yakni :68 

1.  Melalui kerja sama modal  

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut 

masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint Venture Project). 

Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai 

usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang 

sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan 

pajak.  

2.  Melalui agunan kredit  

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara 

tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank 

tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian 

dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan 

deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang 

haram tadi.  

3.  Melalui perjalanan luar negeri  

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di 

negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali 
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ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah–olah uang tersebut 

berasal dari luar negeri.  

4.  Melalui penyamaran usaha dalam negeri Dengan usaha tersebut maka 

didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang 

tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah 

menghasilkan uang bersih.  

5.  Melalui penyamaran perjudian  

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi 

masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan 

menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di 

Indonesia masih ada lottre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik 

uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih 

mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada 

yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian 

tersebut.  

6.  Melalui penyamaran dokumen  

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya 

didukung 26 oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti 

membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada 

kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.  

7.  Melalui pinjaman luar negeri  

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang 

tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini 
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seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit 

luar negeri.  

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri  

Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu 

dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi 

pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang 

ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah 

dokumen palsu. 

 
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Termasuk Dalam Tindak 

Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia 
 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menentukan 

bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini 

dilakuakn berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini.  

Makna rumusan ketentuan ini adalah Hukum Acara Pidana yang 

berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana) merupakan aturan / ketentuan yang dikecualikan dalam 

undang-undang ini merupakan aturan khusus. Sebenarnya di dalam 

undang-undang ini juga ada aturan / ketentuan khusus dari hokum pidana 

yang ketentuan umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP).  
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Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya 

dengan tindak pidana lainnya yang pada umumnya ditangani kejaksaan 

dimulai dengan penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

(SPDP) berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya berjalan 

sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHAP.  

Hanya perlu diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak 

berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau 

dialihkan dengan cara integrasiitu diperoleh dari tindak pidana, berarti 

sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime). Hal 

ini dapat kita ketahui dari rumusan Pasal 2 yaitu Harta Kekayaan yang 

asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (Pasal 2 ayat (1) 

huruf a ± y) adalah merupakan Hasil Tindak Pidana.69 

Ketentuan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil Tindak Pidana adalah Harta  

a.  Tindak Pidana Korupsi  

Dengan disebutnya tindak pidana korupsi,kita semua tahu bahwa tindak 

pidana korupsi termasuk di dalam jenis tindak pidana khusus. 

Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana 

korupsi yang selama ini sudah berjalan. Dengan demikian apabila ada 

Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu 
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merupakan hasil tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan dapat 

menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

b.  Tindak Pidana Penyuapan  

Apakah tindak pidana penyuapan di sini adalah “penyuapan” sebagai 

kualifikasi dari tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 5 

ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, 

c, d, dan Pasal 12B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.70  

Kalau memang Harta kekayaan itu diperjelas dari Penyuapan sebgai 

kualifikasi perkara korupsi tersebut pasal-pasal diatas sudah tentu 

kejaksaan dapat melakukan penyidikan. 

Sebagaimana halnya dengan berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang tersebar di luar 

KUHP, maka dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang juga 

memberlakukan aturan khusus antara lain :  

(1) Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan adalah sebagai instansi 

yang independen untuk menganalisa tindak pidana pencucian uang, 

Pasal 18 ayat (2).  

(2) Penyedia Jasa Keuangan (PJK), pejabat serta pegawainya yang 

mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat 

dituntut baik secara perdata maupun pidana Pasal 13,15 dan 43.  
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(3) Pemblokiran Harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana 

oleh PJK atas perintah penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pasal 32 

ayat (1).  

(4) Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan 

kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal 

pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 33 ayat (2).  

(5) Beban Pembuktian terbalik bagi terdakwa, Pasal 35  

(6) Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia), Pasal 36  

(7) Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwanya 

kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim, dapat dirampas 

untuk negara, Pasal 37  

(8) Kewajiban merahsiakan identitas pelapor bagi penyidik, penuntut 

umum, atau hakim, Pasal 29 dan Pasal 41.  

(9) Ancaman pidana penjara dan denda menganut asas minimum, pasal 

3, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10.  

(10) Melakukan percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat, Tindak 

Pidana Pencucian Uang dipidana sama dengan delik yang sudah 

selesai dilakukan, Pasal 3 ayat (2)  

(11) Korporasi dapat dijatuhi pidana, Pasal 4, Pasal 5  

(12) Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, diganti 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, Pasal 11.71 
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